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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang 

APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Yuwono, 

2005: 92). APBD di satu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna 

membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun 

anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber 

penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah 

dianggarkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, struktur APBD 

terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan dan transfer.  

Untuk mewujudkan good public and corporate governance, otonomi 

daerah dirasa perlu diterapkan demi memberikan kewenangan mengatur sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian 

kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan 

sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa 



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai 

dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan ayat (2) 

menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam 

bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan 

sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005).  

Belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

pasal 1 ayat (16) didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah tentang 

pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan 

tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU).  

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk 



melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Nugraeni, 2011: 4-5). 

Anggaran belanja, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak 

langsung digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di 

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung yang 

terdapat di dalam Pasal 50 bahwa belanja modal termasuk dalam salah satu jenis 

belanja langsung. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,dan aset tetap lainnya. Dengan adanya 

program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini akan memberikan 

dampak secara langsung kepada pembangunan masyarakat di suatu daerah 

(Mangkoesoebroto 1994: 54). 

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 

dalam mendanai kegiatan operasional di daerah masing-masing, hal tersebut 

menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan 

pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang 

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 



Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah (Halim 

2004: 27). 

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja 

modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset 

tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta 

infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana 

prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan 

masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga 

tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu 

(2005: 416) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan 

berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan 

bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas 

utama pemerintah daerah. 

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah 

karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, 

mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan 

masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto perkapita (PDRB per kapita) (Zaris, 2007: 82). 

 

 



Tabel 1.1 Nilai PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga 

Konstan Menurut Kota tahun 2007-2016 (Juta Rupiah) 

 

Tahun  

Kota 

Palembang 

Kota 

Prabumulih 

Kota 

Pagaralam 

Kota Lubuk 

Linggau 

2007 58.779,23 2.118,29 990,35 1.437,18 

2008 60.665,28 2.334,28 992,18 1.645,27 

2009 62.771,19 2.556,19 997,10 1.886,35 

2010 65.798,16 2.887,15 1.189,36 2.196,45 

2011 68.465,21 3.178,85 1.375,18 2.487,25 

2012 70.090,31  3.496,88  1.641,56  2.943,70  

2013 74.193,37  3.674,19  1.735,06  3.042,98  

2014 78.079,09  4.097,01  1.814,40  3.235,62  

2015 82.329,66 4.295,41 1.892,92 3.439,78 

2016 87.088,35 4.587,79 1.974,61 3.645,48 

Sumber: www.bps.go.id 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada setiap 

kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat terjadi 

apabila terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti 

infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. 

Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. 

Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka 

pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan 

melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

http://www.bps.go.id/


pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. 

Mangkoesoebroto (1994: 54) bahwa dengan adanya program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah ini akan memberikan dampak secara langsung kepada 

pembangunan masyarakat di suatu daerah. Belanja modal ini bersifat membangun 

dalam hal pembiayaan aset atau juga dapat dikatakan belanja modal menambah 

produktifitas dan meningkatkan output di suatu daerah, sehingga dapat dengan 

kata lain, belanja modal dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi 

atau dalam hal ini yang menjadi indikatornya adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Modal Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota 

Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau tahun 2007-2016 (Juta Rupiah) 

Tahun  

Kota 

Palembang 

Kota 

Prabumulih 

Kota 

Pagaralam 

Kota Lubuk 

Linggau 

2007 309.993 202.872 151.135 104.069 

2008 280.458 249.278 191.141 157.275 

2009  250.954  200.516 178.566 135.894 

2010 248.045 170.206 93.173 149.773 

2011 274.642 115.123 150.506 185.98 

2012 356.728 145.717 187.087 96.106 

2013 532.626 191.573 164.911 390.058 

2014 668.034 255.722 202.494 390.058 

2015 606.555 282.464 276.894 266.742 

2016 623.976 295.583 246.648 230.844 

Sumber:www.djpk.go.id 

http://www.djpk.go.id/


Berdasarkan data yang diperoleh dari webwww.djpk.go.id, belanja modal 

setiap kota mengalami naik dan turun. Belanja modal terendah terjadi di Kota 

Pagaralam sebesar Rp. 93.173 juta sedangkan belanja modal terbesar terjadi di 

Kota Palembang sebesar Rp. 668.034 juta. 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk 

mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga 

memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah 

tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur menjadi fondasi dari 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan 

perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.3 Panjang Jalan Empat Kota di Sumatera Selatan 

tahun 2007-2016 (km) 

 

Tahun 

Kota 

Palembang 

Kota 

Prabumulih 

Kota 

Pagaralam 

Kota 

Lubuk 

Linggau 

2007 974,67 392,12 556,57 531,01 

2008 974,68 392,13 556,57 531,01 

2009 974,69 391,62 556,57 542,55 

2010 974,70 401,62 556,57 531,98 

2011 1096,5 401,63 556,57 543,67 

2012 974,67 401,64 581,80 563,29 

2013 974,74 401,65 581,80 604,76 

2014 796,33 401,66 581,80 644,05 

2015 796,34 402,13 595,77 697,37 

2016 145,69 402,13 595,77 736,66 

 Sumber: www.bps.go.id 

 Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan menjadi 

semakin penting karena berhubungan dengan kemudahan komunikasi dan 

mobilisasi antar daerah. Semakin baik kondisi jalan di suatu daerah baik kualitas 

http://www.djpk.go.id/


dan kuantitas, maka semakin lancar proses pendistribusian barang dan jasa antar 

wilayah. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan 

perekonomian. Mobilitas penduduk dan modal cenderung akan manjadi semakin 

tinggi. Lebih jauh lagi, daerah-daerah sulit terjangkau atau terisolir akan menjadi 

terjangkau dan terbuka terhadap area lain. 

 Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk 

Linggau yang merupakan empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 

penduduk yang cukup banyak dengan kemajuan pembangunan dan perekonomian 

yang cukup pesat. Empat kota tersebut selalu mengalami peningkatan jumlah 

penduduk dan kemajuan pembangunan dan perekonomian yang cukup drastis 

yang menyebabkan meningkatnya transportasi yang melalui kota-kota tersebut. 

Hal tersebut dapat terjadi jika prasarana infrastruktur jalan yang memadai untuk 

kelancaran lalu lintas perekonomiannya. 

Itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk membahas mengenai 

bagaimana suatu pertumbuhan jika dilihat dari belanja modal dan infrastruktur 

panjang jalan, bagaimana hubungan diantara ketiga variabel tersebut dan 

bagaimana pengaruh dari belanja modal dan infrastruktur panjang jalan terhadap 

pertumbuhan ekonomi empat Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dari 

penjelasan di atas maka judul yang peneliti tentukan adalah “Pengaruh Belanja 

Modal Dan Infrastruktur Panjang Jalan Terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Empat Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah 



Bagaimana pengaruh belanja modal dan infrastruktur panjang jalan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Palembang, Kota Prabumulih, 

Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel belanja modal dan 

infrastruktur panjang jalan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuklinggau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi ilmiah 

bagi akademisi khususnya Teori-Teori Keuangan Daerah untuk menambah 

dan memperkaya bahan kajian teori-teori bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

b. Hasil dari penelitian ini ialah agar memberikan informasi yang lebih 

jelas untuk menyempurnakan teori yang telah ada tentang masalah 

yang dibahas. 

c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 

pengetahuan bagi kalangan pendidikan maupun non pendidikan, 



karena pada dasarnya yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

bersifat keuangan daerah. 
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